
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 125 TAHUN 2022 

TENTANG 

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menim b ang a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokra si 2010-
2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang 
menjad i tujuan reformasi birokrasi adalah pola p ikir (mind 
set) dan budaya k erja (culture set); 

Mengingat 

b. bahwa untuk implementasi ketentuan dalam Sura t Edaran 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan 
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi 
Core Values dan Employer Branding Aparatur Sip il Negara, 
maka perlu d isusun Peraturan Bupati tent ang Budaya 
Kerj a; 

c. bahwa u ntuk mendukung pen erapan budaya k erja perlu 
adanya komitmen tinggi, etos kerja, tanggung j awab, etika 
dan mora l segena p jajaran aparatur Pemerin tah Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya secara terencana, s istematis dan 
terpadu; 

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam h uruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 2851); 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 

Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Un dang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 04 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 4450) ; 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 202 1 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718) ; 

6 . Peraturan Presiden Nomo 81 Tahun 2010 ten tang Grand 
Design Reformasi Birokrasi Tahu n 2010-2025; 

7 . Peraturan Menteri pendayagun aan Aparatur Negara Nomor 
PER/ Ol/M.PAN/Ol/2007 tentang Pedoman Evaluasi 
Pelaksanaan P n gem bangan Budaya Kerja pada Instansi 
Pemerintah; 

8. Peratu ran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
60 Tahun 2020 ten tang Pembangunan Integritas Pegawai 
Aparatu r Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1001) ; 

9. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nom or 39 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751); 

10. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 



Menetapkan 
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Tahun 2016 tentang Urusan Pernerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pernerintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nornor 3); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tasikrnalaya (Lembaran 
Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 2016 Nornor 7) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nornor 3 Tahun 
20 2 1 Tentang Perubahan Kedu a Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nornor 7 Tahun 20 16 tentang 
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2021 Nornor 3); 

14. Peraturan Bupa ti Ta sikrnalaya Nornor 10 Tahun 2018 
tentang Disiplin J am Kerja Bagi Aparatur Sip il Negara 
(Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2018 
Nornor 0). 

15 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nornor 119 Tah u n 2021 
ten tang Kedudukan Susunan Organisasi, Tu gas Dan 

u gsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Ta sikma aya Tahu n 202 1 Nornor 119). 

MEMUTUSKAN : 

PERATU 
LINGKUNGAN 
TASIKMALAYA 

BUPATI TENTANG BUDAYA 
PEME INTAH DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

KERJA DI 
KABUPATEN 

Dalam Peraturan Bu pati ini yang dirnaksud den gan: 
1. Daerah adalah Kab paten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikrnalaya. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Dae a h yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lernbaga perwakilan rakyat Daera h yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pernerintahan oleh 
Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rnenurut asas 
otonorni dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi se1uas-luasnya 
dalam sis tern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

5. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u nsur penyelenggara 
Pernerintahan Daerah yang rnernimpin pelaksanaan urusan pernerintahan 
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yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

8. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang 
didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat 
serta ke biasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerj aan seh ari -hari. 

9. Core Values a dalah nilai-n ila i dasar yang dihargai, d ijunju ng tinggi, 
d ijalankan dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi dan m enjadi 
landasan ASN dalam melaksanakan tugasnya. 

10. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah organisasi 
Bu aya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk 
oIeh Perangkat DaerahjUnit Kerja dalam rangka mengop tim alkan 
pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah 
Da erah. 

11. Role Model adalah Pegawai Negeri S ipil yang dapat dijadikan pan u tan atau 
tela dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang lain. 

Pasal2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bu pati ini adalah seba gai pedoman untuk 
melaksa akan budaya kerj a di Pemerin tah Kabupaten Tasikmalaya. 

Pasal3 

Tujuan ditetapkannya Pera tu ran Bupa ti in i adalah sebagai berikut: 
a. meneguh kan jiwa ko ps dan kode et ik PNS; 
b. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi; 
c. mendorong penin gka tan profesionalisme ASN sesuai dengan beban kerja 

dantanggung jawa bnya;da n 
d. memperkuat corak Pemerintahan Daerah bersendikan budaya loka!. 

Pa sa14 

Ruang lingkup Budaya Kerja meliputi: 
a. implem€mtasijp@n @rapan nilai n ilai budaya k@rja (Cor@ Valu@s dan 

Employer Branding ASN); 
b. pembinaan dan penilaian; dan 
c. pengembangan. 

BAB II 

BUDAYA KERJA 

Pasal5 

(1) Nilai-Nilai budaya kerja atau Core Values ASN di Lingkungan Pemerintah 
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Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang disingkat 
"BerAKHLAK" . 

(2) Employer Branding ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya adalah Bangga Melayani Bangsa. 

(3) Core Values ASN "BerAKHLAK" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengandung maksud sebagai berikut: 
a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima 

demi kepuasan masyarakat; 
b. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan; 
c. Komp eten, yaitu terus belajar dan mengemba n gkan kapabilitas; 
d . Harmonis, yaitu saling pedu li dan menghargai perbedaan; 
e. Loyal, yaitu berdedikasi dan m engutamakan kepentingan Bangsa dan 

Negara; 
f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta 

menghadapiperubahan;dan 
g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. 

Pasa16 

Panduan Perilaku yang mendukung penerapan Nilai Budaya KeIja sebagaimana 
dimaksu d dalam Pasal 5 aya 2) seba gai beriku t: 
a. Berorien tasi Pelayanan, dengan perilaku sebagai berikut: 

1. m emahami dan m emenuhi kebutuhan m a syarakat; 
2. ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan 
3. m elakukan perbaikan tiada henti 

b. Akun tabel, dengan p rilaku ebagai berikut: 
1. m elak sanakan tu gas dengan ju jur , bertanggun g jawab, cermat , disiplin 

dan berintegritas tingg'; 
2. menggunakan k kayaan dan Ba rang Milik Negara secara ber tanggung 

j awa b, efektif dan efisien; da n 
3. tidak menyalahgunakan kewen anganja batan . 

c. Kompeten , dengan perilaku sebagai berikut: 
1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu 

berubah; 
2. membantu orang lain belajar; dan 
3. melaksanakan tugas dengan kualita s terbaik. 

d. Harmonis, dengan perilaku sebagai berikut: 
1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; 
2. suka menolong orang lain; dan 
3. membangun lingkungan kerja yang kondusif. 

e. Loyal, dengan perilaku sebagai berikut: 
1. memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, 

serta pemerintahan yang sah; 
2. menjaga nama baik sesama ASN, Pemimpin, Instansi dan Negara; dan 
3. menja ga rahasia 'abatan dan negara. 

f. Adaptif, dengan perilaku sebagai berikut: 
1. cepat menyesuaikan diri menghadapi peru bah an; 
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2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan 
3. bertindak proaktif. 

g. Kolaboratif, dengan perilaku sebagai berikut: 
1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ; 
2. terbuka dalarn bekerja sarna untuk men~hasilkan nilai tarnbah; dan 
3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan 

bersarna. 

BABII! 
PENERAPAN BUDAYA KERJA 

Pasal7 

Dalam penerapan Nilai dan perilaku u tarna budaya kerja (core values), Pim pinan 
Perangkat Daerah/Unit Kerja berperan s ebagai panutan atau role model. 

BAB IV 

PENGEMBANGAN NILAI BUD AYA KERJA 
Pasal8 

Pengem bangan budaya kerja di lin gkun gan Pemerintah Daerah Ka bupaten 
Tasikma laya d isel nggarakan dan dikoordinas ikan oleh Tim Reforma s i Birokrasi. 

Pasal9 

Sasaran pengembangan bu daya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah 
adalah terciptanya perubah an pola p ik ir dan bu daya kerja aparatu r negara 
menjadi budaya yang m eng m bangkan sikap dan perilaku kerja yang 
berorienta s i p ada hasil (ou tcome) yang d iperoleh dari produktivitas kerja dan 
kinerja ya n g t in ggi u n tuk m em berikan p elayan an kepada m a syarakat. 

Pa sal 10 

Mengembangkan budaya kerja memberik an m anfaat : 
a. bagi pegawai memberikan kesempatan untuk b erperan, berprestasi, 

aktualisasi diri, men dapa t pen~akuan, pengharga an, kebanggaan kerja, 
rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab, m emperluas wawasan serta 
meningkatkan kemampuan memimpin dan memecahkan masalah; 

b. bagi instansi antara lain: 
1. meningkatkan kerja sarna antar individu, antar kelompok dan antar 

unit kerja; 
2. meningkatkan koordinasi sebagai akibat adanya kerjasarna yang baik 

antar individu, antar kelom pok dan antar unit kerja; 
3. mengefektifkan integrasi, sinkronisasi, keselarasan dan 

dinarnika yang terjadi dalarn organisasi; 
4. memperlancar komunikasi dan hubungan kerja; 
S. menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif; 
6. mengeliminasi harnbatan-hambatan psikologis dan kultural; dan 
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i. menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga dapat 
mendorong kreat ivitas pegawai. 

c. bagi Pemerintah Daerah menin gkatkan kinerja Pemerin tah Daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

BABV 

ORGANISASI 

Pasal11 

(1) Untuk mendukung penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja 
seba gaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 , dibentu k KBK pada 
setia p Perangkat Daerah/Unit Kerja. 

(2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 
a . merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penera pan nilai 

budaya ketj a di lingkungannya; 
b . m engembangkan perilaku utama sesuai dengan situasi dan kondisi 

lingkungan kerj a; 
c. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainya untuk 

mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di 
lingkungannya; 

(3) Perangkat Daerah/Unit Kerja dapa t memberi nama KBK sesuai dengan 
kara kteristik dan kreativitas masin g-masing Perangkat Daerah/Un it Kerja. 

(4) Pem bentukan dan ama KBK ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah 

Pasal 12 

(1) Susunan Organisa s i dan tu gas KBK seba gaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1 ) t erd iri dari: 
a. Pen anggungjawab; 
b. Ketua; 
c. Sekretaris ; 
d. Anggota; dan 
e. Fasilitator 

(2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
Pimpinan Perangkat Daerah, yang bertugas: 
a. menyediakan fasilitas untu k kegiatan KBK; 
b. membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK; 
c. mendorong KBK untuk tetap aktif; dan 
d . menindaklanjuti hasil pemikiran KBK. 

(3) Ketua, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb adalah pegawai yang 
ditunjuk eleh Pimpinan. Perangka t Daerah mempunyai tugas: 
a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaaan kegiatan KBK; 
b. mengkoordinis perumusan kegiatan KBK; 
c. me1akukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KBK; dan 
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d. rnelaporkan secara berkala dan evaluasi pe1aksanaan KBK. 

(4) Sekretaris, sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c adalah pegawai 
yang ditunjuk oleh Pirnpinan Peran gkat Daerah rnernpunyai tugas sebagai 
berikut: 
a. rnengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas adrninistrasi 

pe1aksanaan KBK; 
b. rnernbantu ketua dalam rnengkoordinasikan pelaksanaan KBK; dan 
c. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 

(5) Anggota sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf d a dalah pegawai di 
lingkunga n Pera n gkat Daerah mempunyai tugas: 
a . berperan aktif rnelaksanakan kegiatan KBK; 
b. bekerjasarna dengan seluruh anggota; 
c. rnelaporkan pelaksanaan kegia tan KBK secara berkala; dan 
d. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua. 

(6) Fasilitator rnernpunyai tugas seba gaimana dimaksud pada ayat (1 ) h u ruf e 
adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Pirnpinan Perangkat Daerah, yang 
bertugas: 
a . rnenularkan pengetahuan tentang Bu daya Kerja kepada Ketu a dan 

Anggota; 
b. rnengoordinasikan, mernbirnbing dan rnengarahkan kegiatan KBK; 
c. rnenciptakan hubungan yang baik antara KBK dan Penanggung jawab; 
d. rnengikuti perkernbangan aktivitas KBK dan bersama Ketua 

rnelaporkan erkernbangan ak tivitas KBK kepada Penanggun g jawab; 
dan 

e. rnernbangkitkan kern bali sernangat KBK agar aktif dan rnernbantu 
rnernecahkan per rnasalahannya. 

BAH VI 

PEMBINAAN D AN PEN G E N DALIA N 

Pasal 13 

(1) Bupati rne1akukan pernbinaan dan pengendalian penerapan budaya kerja di 
lingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten Ta sikrnalaya 

(2) Pernbinaan dan pengendalian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan rnernberikan pedornan, petunjuk, birnbingan dan 
arahan dalam penerapan budaya kerja. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal14 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

pada taIlgg~ _1 Desemb r 2·J22 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 1 Desember 2 22 

SIKMALAYA, 

( 
I 

SUGIANTO 

BERITA AE H KABUPATE N TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 126 


